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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA

PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan

administrasi kependudukan khususnya penerbitan KTP

Elektronik bagi penduduk yang di luar domisili, perlu

pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara

perekaman dan penerbitan KTP Elektronik bagi

penduduk yang di luar domisili;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011

tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
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6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk

Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden

Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda

Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 257);

7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011

tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9

Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda

Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1449);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 564), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM

NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN

PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR

INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu

Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan

Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu

Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan

Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 1449), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang

Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

2. Penduduk Wajib Kartu Tanda Penduduk yang

selanjutnya disebut Penduduk Wajib KTP adalah

Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang

memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17

(tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah

kawin secara sah.

3. Warga Negara Indonesia, selanjutnya disingkat WNI

adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-

orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-

undang sebagai Warga Negara Indonesia.
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4. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara

Indonesia.

5. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah

kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan

berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan

Administrasi Kependudukan.

6. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai

jenis data kependudukan yang tersimpan secara

sistematik, terstruktur dan saling berhubungan

dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat

keras dan jaringan komunikasi data.

7. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya

disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang

dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi

penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh

Instansi Pelaksana.

8. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat

NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat

unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang

yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

9. Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk

Kependudukan secara Nasional adalah Kartu Tanda

Penduduk yang memiliki spesifikasi dan format Kartu

Tanda Penduduk Nasional dengan sistem pengamanan

khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten/Kota.

10. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah

pengeluaran Kartu Tanda Penduduk Elektronik baru,

atau penggantian Kartu Tanda Penduduk Elektronik

karena pindah datang, rusak atau hilang.

11. Sidik Jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan

penduduk yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis

halus dengan pola tertentu yang sengaja diambil dan

dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh

petugas untuk kepentingan kelengkapan data

penduduk dalam database kependudukan.
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